
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 17 TAHUN 2OO8

TENTANG

RETRIBUSI LEGES

BISMILLAHIRRAH MAN IRRAH IM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :  a .  bahwa dalam rangka meningkatkan pener imaan Pendapatan Asl i  Daerah
dipandang per lu  adanya pungutan Biaya Leges sebagai  wujud pelayanan
adminis t ras i  pemer intahan secara berdaya guna dan berhasi l  guna;

b.  bahwa untuk maksud tersebut  per lu  d i te tapkan dalam suatu Qanun,

Meng inga t  :  1 .  Undang-Undang  Nomor  B  Tahun  1981  ten tang  Hukum Acara  P idana
(Lembaran Negara Republ ik  indonesia Tahun 1981 Nomor 76,  Tambahan
Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3209) ;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun t997 tentang Pajak Daerah dan
Retr ibus i  Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1997
Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3685)
sebaga imana  te lah  d iubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retr ibus i  Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor a}a9);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keist imewaan Prov ins i  Daerah Is t imewa Aceh (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 3893) ;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 83,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4110) ;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004
Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4389) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4437)  sebagaimana te lah
d iubah  un tuk  kedua  ka l i nya  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan
antara Pemer intah Pusat  dan Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor L26,  Tambahan Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemer intahan Aceh
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,  Tarnbahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4633) ;
Peraturan Pemer intah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retr rbus i  Daerah
(Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2001  Nomor  119 ,  Tambahan
Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor  4139) ;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Dan

WALIKOTA LANGSA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI BIAYA LEGES

10.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03) .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da lam Qanun  in i  yang  d imaksud  dengan :
1.  Daerah yang selanjutnya d isebut  Kota adalah Kota Langsa.
2.  Pemer intah Daerah yang selanjutnya d isebut  Pemer intah Kota adalah

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdir i  atas Walikota
dan Perangkat Daerah Kota Langsa.
Wal ikota adalah Wal ikota Langsa.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan
Perwaki lan Rakyat  Kota (DPRK) adalah unsur  penyelenggara Pemer intahan
Daerah Kota yang anggotanya d ip i l ih  mela lu i  Pemi l ihan Umum.
Dewan Perwaki lan Rakyat  Kota (DPRK) adalah DPRK Langsa.
Perangkat  Daerah Kota Langsa adalah unsur  pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan Pemer intahan Daerah yang terd i r i  dar i  Sekretar ia t
Daerah Kota Langsa,  Sekretar ia t  DPRK Langsa,  Dinas Daerah,  Lembaga
Teknis  Daerah,  Kecamatan.

7, Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.
B. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
9.  Dinas Pengelo laan Keuangan dan Aset  yang se lanjutnya d isebut  DPKA

adalah Dinas Pengelo laan Keuangan dan Aset  Kota Langsa.
10.  Kepala Dinas Pengelo laan Keuangan dan Aset  adalah Kepala Dinas

Pengelo laan Keuangan dan Aset  Kota Langsa.
11.Leges adalah barang berharga yang bergambar Lambang Daerah Kota

Langsa diberi ni lai tertentu sah mempunyai ukuran tertentu serta
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa,

12.  Retr ibus i  adalah pungutan Daerah sebagai  Pembayaran atas Jasa terhadap
pemberian I j in dan atau Rekomendasi terLentu yang khusus disediakan
dan atau d iber ikan o leh Pemer intah Kota untuk kepent ingan orang pr ibadi
a tau  badan .

13.Jasa adalah kegiatan Pemer intah Kota berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang,  fas i l i tas atau kemanfaatan la innya yang dapat
d in ikmat i  o leh orang pr ibadi  a tau badan.

14. lasa umum adalah Jasa yang d isediakan atau d iber ikan o leh Pemer intah
Kota untuk tu juan kepent ingan dan kemanfaatan ser ta dapat  d imi l ik i  o leh
orang pr ibadi  a tau badan.

l5 .Pejabat  adalah Pegawai  yang d iber i  tugas ter tentu d ib idang Pajak/Retr ibus i
Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ber laku.

16.Waj ib  Retr ibus i  adalah orang pr ibadi  a tau badan yang menurut  peraturan
perundang-undangan Retr ibus i  d iwaj ibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.

17.  Masa Retr ibus i  adalah suatu jangka waktu ter tentu yang merupakan batas
waktu bagi  waj ib  Retr ibus i  da lam rangka mener ima pelayanan pr ima yang
diber ikan o leh Pemer intah Kota Langsa.

lB.Penyid ikan Tindak Pidana d ib idang Retr ibus i  Daerah adalah serangkaian
t indakan yang d i lakukan o leh penyid ik  untuk mencar i  sef ta  mengumpulkan
burkt i  yang dengan bukt i  i tu  membuat  terang t indak p idana d ib idang
Retr ibus i  Daerah yang ter jad i  ser ta menemukan tersangkanya.
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BAB II
NAMA OBJEK DAN SUB]EK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Biaya Leges d ipungut  b iaya sebagai  pembayaran atas
pengawasan/  pengendal ian dan pelayanan yang d i lakukan o leh Pemer intah
Kota kepada orang pr ibadi ,  Badan Usaha dan se jenisnya dan atau pelayanan
adminis t ras i  da lam Kota Langsa,

Pasal 3

Objek Retr ibus i  Leges adalah set iap pelayanan admin is t ras i  yang d iber ikan
oleh Pejabat Pemerintah berupa penerbitan surat menyurat.

Pasal 4

Subjek Retr ibus i  Leges adalah orang pr ibadi  a tau badan yang mempergunakan
retribusi leges.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retr ibus i  leges termasuk golongan ret r ibus i  jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat  penggunaan jasa d iatur  berdasarkan t ingkat  pe layanan yang d iber ikan
oleh Pemerintah Kota.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(  1)  Pr ins ip dan sasaran dalam penetapan st ruktur  dan besarnya tar i f  B iaya
Leges berdasarkan atas tu juan untuk mengendal ikan permintaan
pelayanan dan pengeluaran jasa dalam rangka memper lancar  proses
pelayanan admin is t ras i  dengan tetap memperhat ikan b iaya
penyelenggaraan pelayanan,  kemampuan masyarakat  dan aspek la innya.

(2 )  B iaya  yang  d imaksud  pada  aya t  (1 )  pasa l  i n i  ada lah  me l i pu t i :  penga tu ran ,
pengendal ian evaluas i  ser ta pemel iharaan admin is t ras i  Pemer intah Kota.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal I

(1)  Stuktur  tar i f  d igo longkan berdasarkan t ingkat  pe layanan pr ima yang
diber ikan o leh Pemer intah kota Langsa,

(2)  St ruktur  dan besarnya tar i f  d i te tapkan sebagai  ber ikut  :

P e r u s a h a a n . . .



Perusalaan

D . I

8 . 2
M . 1
M . 2
K . 1
K . 2
K . 3

AktelSqet

Akte iua l  be l i  tanah
Segala jen is  surat  dan atau Akte
Akte Kelahi ran dan se jenisnya
Rekomendasi
Surat Perjanjian, kontrak-kontrak dan sejenisnya
Surat Ketetapan
Surat  Iz in  dan se jenisnya
Surat  Permohonan SIM
Surat Keterangan Sehat
Surat  keterangan la innya
Legalisir dan atau pengesahan Akte/surat
Surat  Uj i  U lang Kendaraan
Surat  Keterangan Berkelakuan Baik

Kegiatan percetakan leges
dan Aset .
Pengelo la leges d i tun juk
khusus pengelo la leges.
Pejabat  yang d i tun juk
menyetorkan uang leges
per inc iannya yang sudah
beri kutnya .

Rp .  7 .000 , -
Rp ,  7 .000 , -
Rp .  6 .000 , -
Rp .  6 .000 , -
Rp .  5 .000 , -
Rp .  4 .000 , -
Rp .  3 .000 , -

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retr ibus i  d ipungut  d i  Kantor ,  Dinas /  un i t -un i t  ker ja  tempat  pe layanan
d i  ber i  kan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 1O

Masa dan saat  pemungutan Biaya Leges adalah jangka waktu saat  mendapat
pelayanan dar i  Pemer intah Kota.

BAB IX
INSTANSI PENGELOLA DAN PEMUNGUT

Pasal  11

R n  4 n n n -'  ' t s .

Rp. 4.000,-
Rp.  3 .000, -
Rp.  3 .000, -
Rp.  3 .000, -
Rp.  3 .000, -
Rp.  5 .000, -
Rp,  3 .000, -
Rp.  3 .000, -
Rp.  3 .000, -
Rp,  3 .000, -
Rp.  3 .000, -
Rp.  3 .000, -

di laksanakan o leh Dinas Pengelo laan Keuangan

oleh Wal ikota yang selanjutnya d i tugaskan

sebagaimana d imaksud dalanr  ayat  (2)
kepada Pemegang Kas Daerah disertai daftar
d ibayar  pal ing lambat  tanggal  5  ( l ima)  bulan

( 2 )
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Pasal  12

Instansi  pemungut  adalah Dinas Pengelo laan Keuangan dan Aset .

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal  13

Pemungutan Biaya Leges t idak dapat  d iborongkan.
Biaya leges d ipungut  dengan penggunaan SKRD (Surat  Keterangan
Retr ibus i  Daerah)  atau dokumen yang d ipersamakan dan SKRDKBT (Surat
Keterangan Retr ibus i  Daerah Kurang Bayar  Tambahan) .

Pasal 14

Pelaksanaan penyetoran uang ret r ibus i  b iaya leges pada saat  dan atau waktu
pengambi lan leges pada bendaharawan barang pada Dinas Pengelo laan
Keuangan  dan  Ase t ,

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal  15

Waj ib  Retr ibus i  yang t idak melaksanakan kewaj ibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat  d ip idana dengan p idana kurungan
pa l i ng  l ama  5  (enam)  bu lan  a tau  denda  pa l i ng  banyak  4  (empa t )  ka l i
Retr ibus i  yang terhutang.
Tindak p idana yang d imaksud pada ayat  (1)  adalah Pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal  16

(1)  Pejabat  Pegawai  Neger i  S ip i l  ter tentu d i  l ingkungan Pemer intah Daerah
diber i  wewenang khusus sebagai  Penyid ik  untuk melakukan penyid ikan
t indak p idana d ib idang Retr ibus i  Daerah sebagaimana d imaksud dalam
Undang-Undang  Nomor  B  Tahun  1981  ten tang  Hukum Acara  P idana .

(2)  Wewenang penyid ik  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  adalah :
a .  Mener ima,  mencar i ,  mengumpulkan dan menel i t i  keterangan atau

laporan berkenaan dengan t indak p idana d ib idang Retr ibus i  Daerah
agar  keterangan atau laporan tersebut  menjadi  lengkap atau je las;

b,  Menel i t i ,  mencar i  dan mengumpulkan keterangan mengenai  orang
pr ibadi  a tau badan tentang kebenaran pembuatan yang d i lakukan
sehubungan dengan t indak p idana Retr ibus i  Daerah;

c.  Meminta keterangan bahan bukt i  dar i  orang pr ibadi  a tau badan
sehubungan dengan t indak p idana d ib idang Retr ibus i  Daerah;

d.  Memer iksa bukt i -bukt i ,  catatan-catatan dan dokumen la in  berkenaan
dengan t indak p idana d ib idang Retr ibus i  Daerah;

e.  Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt i
pembukuan,  pencatatan dan dokumen-dokumen la in  ser ta melakukan
penyi taan terhadap barang bukt i  tersebut .

f  .  Meminta bantuan tenaga ahl i  da lam rangka pelaksanaan tugas
Penyid ikan Tindak Pidana d ib idang Retr ibus i  Daerah;

g .Menyuruh  be rhen t i  dan  a tau  me la rang  seseorang  men ingga lkan
ruangan atau tempat  pada saat  pemer iksaan sedang ber iangsung dar ,
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identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf  e .

h.  Memotret  seseorang yang berkai tan dengan Tindak Pidana Retr ibus i
Daerah ;

t . Memanggi l  orang untuk d idengar  keterangannya dan d iper iksa sebagai
te rsangka  a tau  saks i ;
Menghent ikan Penyid ikan ;
Melakukan t indakan la in  yang per lu  untuk ke lancaran penyid ikan t indak
pidana d ib idang Retr ibus i  Daerah menurut  Hukum yang dapat
d i  per tanggungjawa bkan.

(3)  Penyid ik  sebagaimana d imaksud pada Ayat  (1)  member i tahukan
dimula inya penyid ikan dan menyampaikan hasi l  penyid ikannya kepada
penuntut  umum sesuai  dengan ketentuan yang ber laku,

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  17

Dengan d isahkannya Qanun in i ,  maka segala ketentuan yang mengatur
Retr ibus i  Leges yang bef tentangan dengan Qanun in i  d inyatakan t idak ber laku
l a g i .

Pasal 18

Ha l -ha l  yang  be lum d ia tu r  da lam Qanun  in i  sepan lang  mengena i  ke ten tuan
pelaksanaanya akan d i te tapkan kemudian sesuai  dengan ketentuan
perundang-undangan yang ber laku.

Pasal 19

Qanun  in i  mu la i  be r laku  pada  tangga l  d iundangkan .
Agar  set iap orang dapat  mengetahuinya,  memer intahkan pengundangan
Qanun in i  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di  Langsa
pada tangsal ZZlktqher.ZQQg.|{

27 Syawal 1429 H
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Diundangkan d i  Langsa
pada tanssa I 27_ Qlt_o__ber2QQB_ M

27 Syawal  1429 H
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